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ABSTRACT

Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) fishing activities have become a threat that
has received serious attention from the Government of Indonesia in matters of maritime affairs
and the fisheries sector. IUU fishing activities that occur in Indonesian seas have caused a lot
of losses and this activity has occurred due to a lack of supervision from Indonesia in its seas
which then led to this illegal fishing activity, especially in the South Natuna Sea. What
Indonesia is trying to do in managing its maritime security is not enough to suppress illegal
fishing activities that occur in Indonesian seas. Given the vastness of Indonesia's seas, a more
comprehensive strategy is needed in order to maintain the security and sovereignty of
Indonesian waters. The Minister of Marine Affairs and Fisheries then decided to implement a
policy to address IUU fishing that occurred in Indonesian waters in order to protect Indonesia's
interests in its waters. This research will discuss the implementation of policies carried out by
two Ministers of MMAF, namely Susi Pudjiastuti and Edhy Prabowo in 2014-2020 and
conduct an analysis based on the theoretical framework used in this research to review how the
implementation of policies carried out by the two MMAF Ministers in in fighting [UU Fishing
that occurs in Indonesian waters in the long term and how this policy is viewed in accordance
with the theory used by the authors in this study. The research methodology used by the authors
in this study is a qualitative method, with data obtained by conducting library research and
interviews with related institutions to obtain in-depth data regarding policy implementation
against [UU Fishing in the 2014-2020 period. The results obtained from this study are that there
are significant differences between the implementation of policies carried out by the MMAF
Minister in the era of Susi Pudjiastuti and the MMAF Minister in the era of Edhy Prabowo.
Based on the discussion and analysis carried out on the implementation of the policies carried
out by the two Ministers of MMAF, it is known that their implementation is sufficient to
suppress IUU Fishing actions that occur in Indonesian waters but has not yet been in the
maximum policy implementation efforts to provide prosperity for the community.

Keywords: Illegal Fishing, Maritime Security, Ministry of Marine Affairs and Fisheries, Sink
the Vessels Policy, North Natuna Sea
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ABSTRAK

Aktivitas Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) fishing telah menjadi ancaman
yang mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah Indonesia di dalam masalah kelautan dan
sektor perikanan. Aktivitas /UU fishing yang terjadi di laut Indonesia telah menyebabkan
banyak kerugian dan aktivitas ini terjadi karena kurangnya pengawasan dari pihak Indonesia
di dalam lautnya sehingga kemudian menyebabkan terjadinya aktivitas penangkapan ikan
ilegal ini, terutama di Laut Natuna Selatan. Apa yang Indonesia upayakan di dalam
memanajemen keamanan maritimnya belum cukup untuk menekan aktivitas penangkapan ikan
ilegal yang terjadi di laut-laut Indonesia. Mengingat laut Indonesia yang sangat luas, maka
diperlukan sebuah strategi yang lebih komprehensif dalam rangka untuk menjaga keamanan
dan kedaulatan perairan Indonesia. Menteri Kelautan dan Perikanan kemudian memutuskan
untuk menjalankan sebuah kebijakan di dalam mengatasi /UU Fishing yang terjadi di perairan
Indonesia dalam rangka melindungi kepentingan Indonesia di perairannya. Penelitian ini akan
membahas mengenai implementasi kebijakan yang dilakukan oleh dua Menteri KKP, yakni
Susi Pudjiastuti dan Edhy Prabowo pada tahun 2014-2020 serta melakukan analisa berdasarkan
kerangka teori yang d igunakan di dalam penelitian ini untuk mengulas bagaimana
implementasi kebijakan yang dilakukan oleh kedua Menteri KKP tersebut di dalam melawan
1UU Fishing yang terjadi di perairan Indonesia dalam jangka panjang dan bagaimana kebijakan
tersebut dipandang sesuai dengan teori yang digunakan oleh penulis di dalam penelitian ini.
Metodologi penelitian yang digunakan oleh penulis di dalam penelitian ini adalah metode
kualitatif, dengan data-data yang didapatkan dengan melakukan kajian pustaka (library
research) serta melakukan wawancara dengan institusi terkait guna mendapatkan data yang
mendalam mengenai implementasi kebijakan di dalam melawan /UU Fishing pada periode
2014-2020 ini. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah bahwasannya terdapat
perbedaan yang cukup signifikan di antara implementasi kebijakan yang dilakukan oleh
Menteri KKP era Susi Pudjiastuti dan Menteri KKP era Edhy Prabowo. Berdasarkan
pembahasan dan analisa yang dilakukan atas implementasi kebijakan yang dilakukan oleh
kedua Menteri KKP tersebut, diketahui bahwa implementasi mereka cukup menekan tindakan
IUU Fishing yang terjadi di perairan Indonesia, namun belum berada di dalam upaya
impelementasi kebijakan yang maksimal untuk memberikan kemakmuran bagi masyarakat.

Kata Kunci: /llegal Fishing, Keamanan Maritim, Kementerian Kelautan dan Perikanan,
Kebijakan Penenggelaman Kapal, Natuna Utara
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